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Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 

SHQXOLV�\DQJ�GLEHUL�MXGXO�´Kewenangan Izin Pemanfaatan Ruang 

Pasca Undang-undang Cipta Kerjaµ��Kami menyadari bahwa tanpa 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi 

saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya 

mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah 

membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di 

hadapan pembaca.  

Buku ini membahas tentang kewenangan izin pemanfaatan 

ruang mulai dari wewenang, prosedur, serta substansi yang 

berubah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja dalam sistem peraturan perundang-undangan 

di Indonesia yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja  menjadi Undang-Undang. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami 

berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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BAB 

1 PENDAHULUAN 

 

 

A. Iklim Investasi di Indonesia 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang 

merupakan hukum tertinggi mengamanatkan bahwa Ruang di 

dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

meliputi darat, laut dan udara serta kekayaan sumber daya alam 

dilindungi dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. Hal tersebut jelas tercantum dalam Pasal Pasal 33 Ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NKRI 1945) yang berbunyi : 

 

´%XPL�GDQ�DLU�GDQ�NHND\DDQ�DODP�\DQJ�WHUNDQGXQJ�GLGDODPQ\D�

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

NHPDNPXUDQ�UDN\DWµ�� 

 

Sebagai negara hukum kesejahteraan (welfare staat) yang 

sampai saat ini berkembang, kondisi tersebut mengharuskan 

Pemerintah aktif membuka diri dalam rangka mengusahakan 

kesejahteraan masyarakat. Bicara terkait kesejahteraan rakyat, 

Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan 

ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi 

pada tahun 2040. Pemerintah telah menetapkan target 

pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) 

tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per 

kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen didalam dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

PENDAHULUAN 
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BAB 

2 PERIZINAN, PENATAAN RUANG DAN IZIN PEMANFAATAN RUANG  

 

 

A. Pegertian Perizinan 

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum 

administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan 

peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan 

prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan39. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa 

izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang 

dilarang menjadi boleh, atau Als opheffing vaneen algemene 

verbodsregel in hetconcrete geval (sebagai peniadaan ketentuan 

larangan umum dalam peristiwa konkret). Sedangkan perizinan 

adalah suatu rangkaian proses terbitnya Keputusan Tata Usaha 

Negara (KTUN) yang berbentuk persetujuan izin atau 

penolakan izin, yang dimulai dari tahap permohonan, 

pemeriksaan, penerbitan, sampai dengan pengawasan 

pelaksanaan izin tersebut dimaksud. 40 

1. Asas-Asas dalam Perizinan 

Pemerintah dalam menggunakan wewenang publik 

wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara 

agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang keputusan ² 

keputusan terikat pada tiga asas Hukum, yakni41 : 

 
39  Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, 

(Bandung: Alumni, 1992), hal. 45. 
40  Abi M Radjab, Buku Ajar Hukum Perizinan, (Bandung: CV Kalam Media, 201), hal 

4. 
41  Ibid., hal. 2 

PERIZINAN, PENATAAN 

RUANG DAN IZIN 

PEMANFAATAN RUANG 
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BAB 

3 PERUMUSAN OMNIBUS LAW DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2002 

 

 

A. Pengertian Omnibus Law 

Kata Omnibus Law pertama kali disampaikan Presiden 

Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden 

untuk periode 2019-2024. Dalam pidatonya, beliau mengatakan 

bahwa akan membuat dua undang-undang yaitu undang-

undang cipta lapangan kerja dan undang-undang perpajakan 

dengan cara ombibus law. Dikatakannya bahwa omnibus law 

dimaksud untuk menyederhanakan kendala regulasi dan 

memperbaiki ekosistem investasi di Indonesia82. Pada awal 

kemunculannya, omnibus law ini menuai pro dan kontra di 

kalangan masyarakat di semua kalangan, termasuk para ahli 

hukum. Beberapa permasalahan yang timbul akibat adanya 

omnibus law diantaranya : (1) hierarki dalam perundang-

undangan di Indonesia, (2) penerapan asas-asas hukum 

perundang-undangan, (3) teknik penyusunan perundang-

undangan83. Dibalik semua perdebatan lahirnya omnibus law, 

ada baiknya dipahami secara komprehensif dimulai dari 

pengertian dan tujuannya itu sendiri. 

Menurut Jimly, tidak tepat kita mengatakan omnibus law, 

melainkan yang tepat menurutnya adalah omnibus bill karena di 

tempat asalnya di Praktikan, yaitu Kanada dan Amerika Serikat 

 
82  /LKDW�+HQGUD�.XUQLD�3XWUD�� ´Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam 

Sistem Perundang-8QGDQJDQ�1DVLRQDOµ� (Depok: Raja Grafindo Persada, Cetakan 

ke-1, 2020) hal.77  
83  Ibid, hal. 78-86 

PERUMUSAN OMNIBUS LAW 

DENGAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 11 TAHUN 2002 
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BAB 

4 IZIN PEMANFAATAN RUANG SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN  

 

 

A. Izin Pemanfaatan Ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Pada bab ini, akan diuraikan izin pemanfaatan ruang 

menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dari segi bentuk hukum izin pemanfaatan 

ruang, jenis-jenis izin pemanfaatan ruang, dasar pemberian izin 

pemanfaatan ruang, prosedur pemberian izin pemanfaatan 

ruang, serta yang utama terkait dengan kewenangan pemberian 

izin pemanfaatan ruang. Penulis juga akan mengangkat kasus-

kasus mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah dalam penerbitan dan pembatalan izin pemanfaatan 

ruang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja dikaitkan dengan teori hukum 

pembangunan, teori hierarki perundang-undangan, serta teori 

negara hukum. 

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, izin pemanfaatan ruang adalah izin 

yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Pasal 175 

angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja yang Merubah Ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan menyebutkan bahwa :  

IZIN PEMANFAATAN RUANG 

SESUAI PERUNDANG-

UNDANGAN 
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BAB 

5 IMPLIKASI PERPU NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP HUKUM TATA RUANG 

 

 

A. Aspek Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Perpu No. 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja  

Aspek filosofi berkaitan dengan penyediaan analisis 

filosofis umum tentang hukum dan lembaga hukum. Isu di 

lapangan berkisar dari pertanyaan konseptual abstrak tentang 

sifat hukum dan sistem hukum hingga pertanyaan normatif 

tentang hubungan antara hukum dan moralitas dan 

pembenaran berbagai institusi hukum.157 

Ada tiga kategori yang menjadi topik filsafat hukum: 

yurisprudensi analitik, yurisprudensi normatif, dan teori hukum 

kritis. Yurisprudensi analitik melibatkan penyediaan analisis 

esensi hukum untuk memahami apa yang membedakannya dari 

sistem norma lain, seperti etika . Yurisprudensi normatif 

melibatkan pemeriksaan masalah normatif, evaluatif, dan 

preskriptif tentang hukum, seperti pembatasan kebebasan, 

kewajiban untuk mematuhi hukum, dan alasan hukuman.158 

Landasan filosofis (Filosofische grondslag) yang juga 

merupakan unsur dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan adalah pertimbangan atau nalar yang 

menggambarkan bahwa peraturan dibentuk dengan 

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita 

 
157  %ULDQ�%L[���������´&RQFHSWXDO�4XHVWLRQV�DQG�-XULVSUXGHQFH�µ Legal Theory, vol. 1, 

no. 4 (December), hlm. 465 
158  Jules L. Coleman (1996), ´$XWKRULW\� DQG� 5HDVRQ�µ� LQ� 5REHUW� 3�� *HRUJH� The 

Autonomy of Law: Essays on Legal Positivism (Oxford: Clarendon Press), hlm. 287 

IMPLIKASI  

PERPU NO. 2 TAHUN 2022 

TENTANG CIPTA KERJA 

TERHADAP HUKUM TATA RUANG 
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BAB 

6 PENUTUP 

 

 

Konsep kewenangan penerbitan dan pembatalan KKPR 

dalam era baru Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja  menjadi Undang-Undang) mutlak menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada 

Gubernur/Walikota/Bupati. Didalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa 

delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari Badan/Pejabat 

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan/Pejabat 

Pemerintahan yang lebih rendah. Namun, didalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak 

menyebutkan bahwa hubungan pusat dan daerah adalah hubungan 

Badan/Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi/rendah, 

didalamnya mengatur bahwa hubungan antara pusat dan daerah 

bersifat otonomi daerah dan Pemerintah Pusat melakukan 

pembinaan agar tercipta sinergitas antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Artinya, perlu adanya ketegasan norma terkait 

ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur hubungan pusat dan daerah bilamana ingin membuat 

ketentuan terkait pendelegasian kewenangan.  

Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memiliki 

implikasi kompleks terhadap hukum tata ruang di Indonesia, 

dengan pandangan ahli yang berbeda-beda mengenai dampaknya 

PENUTUP 
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